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enolakan Revisi UU
TNI-Polri Terus Bergulir

Substansi kedua RUU dinilai menambah begitu banvak kewenangan bagi TNI dan Polri
¢ beririsan dengan hak warga negara.

JAKARTA, KOMPAS — Foalisi Mo
syaralat Sipil untuk Reformasi
Sektor Keamanan dan Koalisi
Masyarakat Sipil untuk Refor-
masi Polri mengadukan Pre-
siden Jolko Widaedo dan Drewan
Perwakilan  Ralyal ke Kom,
Nasional Hak Asasi Wanusia

Tentara Nasional Indonesia dan
Undang-Undang Nomor 2 Ta
hun 2002 tentang Kepol
sara RI. Koalisi juga moc-
minta agar pembahbasan rev
Tedua UL itu dihentilean.
Wakil Ketua Advokasi Yayas-
an Lembaga Bantuan Hukam
Indonesia Avif Maulana, selaku
i i kool meng-
ungkaplan, pembahasan ran-
congan  undang-undang atas
perubahan UU TNI dan UL
Polri sangal tectulup, berba-
ru-buru, dan tidak demoloratis,
“Harena itu. leami mengadu-
kan, melaporkan (Presiden Jo-
kowi don DPR) berkaitan de-
ngan proses pembentukan per-
aturan  perundang-undangan
wang menyalahi prosedur pem-
bentulan  perabwan  perun-
dang-undangan At
Manlana di kal\.(ol Komisi Na-
sional Hak Asasi Manusia
s HARMY, Jakarts, Rabu

PEL

menjelaskan,  proses
pembentukan  peraturan  per-
undangundangan  seharusnya
dimulai dari perencansan, pe
ryusunan  naskah  akademil,
dan rancangan undang-undang
Setelah itu, DPR dan pemc.
rintah bisa memulai memba-
hasnya. Namun, kenvalaannya,
proscs itu tdal dilakulkan.

“Ini_langsung meloncat ke
pembahasan,” kata A

Selain proscsova yang tidak
sesuai  aturan. Arvif menilai
substansi kedus RULU ini juga
menambah begitu banyak ke-
wenangan bagl institusi TNI
dan Polri, khususnya yang ber-
irisan dengan hale asasi wargs
ne

gara.
Hal ind, misalnya, terkait per-
Tunsan kewensngan pala ruang
siber vang berpotensi memun-
culkan  pertentangan  dengan
UL 272022 tentang  Perlin-
dungan Data Pribadi

Selain itu. vewisi U Polri
jugn memperluss kewenangin
institusi itu untuk menyadap
dan memberikan  kewenanngan
intelijen dan keamanan Palri
untuk  menggalang  intelijen
IMal tersebut dapat mensebaly
Tean tumpang tindih kewenang-
an dengan Badan Inte
pgara dan pengaturan vang ka-
bur karena tidak adanya un-
dang-undang khusus terkait pe-
nyadapan.

Arif menilai, ada kecende-
rungan revisi U0 TNT dan Polri
membuat anggota kedua lem-
baga itu berpolitilc secara pralk-
Lis ddan masuk wilayah sipil,
seperti lembaga bisnis. “Sub-
stansi kedua rancangan ULT ind
berbahaya hagi demaolkrasi dan

Koalisi Masyarakat Sipil
Reformasi Polri saat merny
|, onal Hak Asasi Manus

untuk Reformasi Sektor Keamanan serta Koalisi Masvarakat Sipil antulk
varakan penolakan terbadap revisi TTHT TNT dan U7 Polri ke Komisi
(Komnas FAMY, di Kantor Kemmnas HAM,

Jakarta, Rabu (78,2024,

hal asasi manusia,” katanya
Alii menentakan, ada kejane-

mengatakan, pihaknya
menerima aduan dari Koalisi

Polri adalah institusi yang pa-
ling bansral diadulkan dalam ka-

disodorkan menjelang
alchir jabatan Presiden Jokowi.

masi Sektor Keamanan dan Ko-
alisi Masyaralat Sipil untuk Re-

HAM mencatat, ada 771 peng

HAM wang diarahkan kepada
Polri pada tahun 20

tidak termasuk dalam 3
Sdapun dalans BT ‘E‘uln ad‘\

Program Legistasi Nas

Ia menuturkan, sebelum ada
aduan itu, Komnas HAM mem.
huat kajian tentang resdsi LG
TNI dan UL Polri. 2
ity, Komnas TIAM mengkritisi
proses pembahasan RUU T
ddan RUU Polri yang sangal cc-
pat dan terkesan Lerburu-bura

wenangan  lembaga b

perlu dikritisi. Rewvisi T707 T

Oleh karena itu, ia meminta -:]wn 1'i:||1'\ Jugn b\’![‘rstenﬂ e -
clan

ahasan kedua undang- un-

c

B I S b ]
raleat sipil menolak itu dan ka- i
mi berharap (uncdangundang
ini dibahas secara demokratis

agar tak]nenjadi masalah baru.”
l'

"Tiba-tiba muncul pada Juni Saya akan bawa kajian
mbilan  komisioner

u.urul\ Jnend.apwlkml nmﬂnl-..an
srseluj s

untilk meudnpaﬂ-;;m

urlin menulurkan,

oner E
nepuhhk Tndonesia Saurln Si-  nas HAM mengunahors bahwa

DPH dan publil” kata Saurlin.

Sebehunnya, seperti diberi-
talan Kompas, Ketua Umam
Partai  Demokrasi  Indonesia
Perjuangan Megawati Soekar-
noputrd, saat pengarahan dalan
Musyawarsh  Kerja  Nasional
Partai Perindo di iNews Tower,
Jakarta, Selasa {30,/7), tidak se-
L'llj J'ﬂcﬂ UL PN dan UL Polri
dircvisi.

Supratman Andi Agtas saat
masih menjabat Ketua Hadan
Legislasi DPR. ketika dihubungi
dari Jakarta, Rabu (317}, pun
tidak memungkiri terjadinga di-
namika sikap fraksi partai po-
litik yang sda di DPR tlerkait
revisi ULl TNI dan UL Tolri

Setiap fralksi parpol tidak di-
larane untuk mengubah sikap-
nya. Namun, revisi kedua U
tersebut telah menjadi RUU
inisialifl DPR dan telah men-
dapatkan persetujuan pemba-
hasan dari pemerintah melalui

Meslcl demilian, pembalias-

an I:le!lun bisa dilakukan karena
ah belum mengivim-

lkan daftar inventarisasi masa-
lah (DIN). Selain itu, DI'R juga
tengah reses hingga pertengah-
an Apustus 2024

Mdenurut Tencana, pemba-
hasan kedua R
lakukan pada masa sidang ter
akhir DPR periode 2019-2024
vang berlangsung pada perte-
ngahan Agustus hingga akhbir
September mendatang jika pe-
merintah  telah mengirimkan
TIIM teskait.
urlin mengatakan, secara
normatif pembahasan RUL ter-
schut tidak mungkin dilakukan
sclama masa rescs. “Moercka,
lzan, sedang di daerah-dasrah.
Mamun, sava memahamio la-
rona  proscsnya vang  copat
dan tidak masuk I'rolegnas Pri
writas Tahun 2024 ini yang me-
muneulkan kecurigaan publik,”
ujarniya. (DAY



http://www.tcpdf.org

